LEMBARAN DAERAH
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Nomor : 9 Tahun 1997 : Serie : D Nomor 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
NDMUR 2 TAHUN 1996

f}’ | _ | IENTANG. - ..

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbéng : a bahwa berdasérkan_ perkembangan tuntutan kebutuban dan beban
kerja yang ada, organisasi.dan tata kerja Dinas Kesehatan Dasrah
g Tﬁng]-:at II Mage]ang perlu ditata kembali ;

“f b. bahwa penataan / ‘pembenahan hal tersebut telsh diatur oleh
Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Pedoman Organisasi dan Tats

. Kerja Dinas Kesehatan Darah ;
r1’ C. bahwa untuk penataan Organisasi dan’[‘ata Kerja Dinas Keschatan
Soser i sebagairnana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

r 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemernntah

"Mengingat .. 1, Undang-undang Nomo
M Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Dserah-daerah

"*"B.w enrdalam-bingkungun Propinsi Ja17% Tengah.
r’A} J}‘l‘ N.l" '
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tcntang Pnkbk-p‘bkuk
h‘-"'*"""".“-""‘ e e Pmmﬂm d.l D'aﬂah-;-- e L UL B8 1 TR RS i L L IL

. 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan ;

A -4, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan Kepada |

Daerah ; ' -
5. Peraturan Pemennlah Nomor 6 Tahun 1983, tentang Koordinasi [
i - Kegiatan Instansi Vemkul di Daerah ; - ’o
‘?\. AN BT Vi 0 G

6. Peraturan: Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengafi titik berat pada daerzh
ungkat II

7. chumsan bersama Menteri Kesehntan da.n Menteri Dalam Neged
Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988
tentang Petunjuk pelaksanean Peraturan Pemerntah Nemor 7
Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintzh
dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah ; >

8. Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aaparatur Negara Nomor
21 Tahun 1990, tentang Pedoman dan Proses Pembentpiin atau
Penyempumaan Kelembagaan di lingkungan Instansi Pemerintzh
Pusat, Perwakilan ' Republik ‘Indonesia di Luar negen dan
Pemerintah di Daerah ;

9. Keputusan Menteri Kesehatan N:umu- 99 a/Men.Kes/SK/I11/1992,
e tentang berlakunya Sistem Kesehatan 'Nasional ; O

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tenmng
Pedoman Organisasi Dmas Daamh

lfl Keputusan Menteri DalunNcgmNnmnr!uTlhtm 1992, tentang !
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negen ; ;

12, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daersh dan Wilayah ;
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f 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang
b Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kmehatan :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Magelang.

; i i
i i ' B!

® MEMUTUSKAN ‘
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
I MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT I1 MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemenntah Daerah adalam Pemernintah Kabupaten Daerah Tingkat [1 Magdang;
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Magelang ;
Pemenntah Daerah Tingkat I adalah Pememmh Prupmm Daerah Tingkat I Jawa
Tengah,
Daerah adalah Kabupaten Daersh ngkat II Magelmg
adalah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang ;

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupdten Daerah Tingkat Il Magelang |
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang ;
Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat 1
Magelang ;
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan sebaga
wmpdabmumjkmdakmakanmgasmnuKﬁehamndlhEmgaﬁm
selanjuinya disebut UPTT;
j.~ Kelompok jabatan Fungsionai s.«lahi kelompok jabatan untuk para pejabat fungsional

yaitu personil dinas yang dalam pe.lnlf:sz}!ﬂn tugasnya-didasarkan pada kezhbian dan =
atau ketrampilan tertentu yang bersifat mand'n sesuai bidany tugasnya ;

o oW
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¢
k. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan Pemerintahan

yang ditugaskan kepada Pemerintah dacrah oleh Pcmnnntah Pusat atau Pemerintah

* Daerah Tingkat I dengan Kewajiban mempeﬂanggumambkan kepada yang
menugaskannya.

L " Puskesmas adalah suatu sarana yang lnﬂhksﬁnakm pelayanan upaya Kesehatan
secara paripuma kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu., '

# BAB 11
", KEDUDUKAN TUGASPOKOK DAN FUNGSI B
. Pasal 2
(1) Dinas Kesehatan ada]aht}mu:pelakéana f‘%ﬁih}aﬂna&faﬁﬂiﬁdﬂr@l{m
(2) Dines Kesehatan dipimpin oleh seorang. Kepala Dinas yang beradz dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupatt'l';sepah daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan nrmah
tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I
dibidang Kesehatan. '

'_‘ Pasal 4 = 0

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Pemtman Daersh in
Dinas Kesehatan mempunyai fingsi :

a® Pembinaan secara umum th;dang kesehatan mehpun pendekatan,peningkatan
(promotif ), pencegahan (preventif), pengobatan (kumtif) , pemulihan (rehabilitatif)
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepn]a Dathhgka: I

© Jawa Tenga‘h
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b. Pembinaan secara tehnis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya
pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan tehnis yang ditetapkan oleh

Menten Kesehatan
_ c. Pembinaan kegiatan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupat
Kepala Daerah.
- BAB III
". ORGANISASI -
Bagian Pertama

. Pola d=n Susunan Organisasi
Pasal 5

Orgenisesi Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan Pola Maksimal

" Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdin dari :
a. Kepala Dinas ; |
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
d. Seksi P2P ;
: e. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
' f Seksi Kesehatan Keluarga
" g Seksi PKM
.uiaf b Unit Pelayanan Tehnis Dinas |
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana Lampiran yang ggmpakm
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah iuk
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'{ 7 Baglan Kedua
Kepala Dinas
| Pasal 7
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
ebut dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

FRT Baglan Ketlga !
.’ ¢ AP Sub Bagian tata l.lsalmr o ’

Pasal 8

Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana,
sgram, kepegawaian, Keuangan, Surat menyurat humas dan protoko.penyusunan data
tistik, penggandaan, perlengkapan tugas-tugas wmum serta pembuatan laporan ketja

nas.
.-..Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada.. Pasal 8 Peraturan Daerah i ini, Sub. Bagan

ta Usaha mempunyai fumgsi :
pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, lmmmmﬁnsgam penggandan,
humas dan protokol serta urusan umum ,

pengelolaan urusan administrasi kepegawaian da:n Ial:han pegawai ;

pengelolaan urusan kenangan dan perbendaharaan ;

penyusunan rencana program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kena
Di*m penyebaran informasi kesehatan,

Pasal 10
Sub Bagian Tata Usaha terdin dari :
Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan ;
Urusan Kepegawaian |

Unusan Keuangan ;
Urusan Umum.
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Pasal 11

Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana

program, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun data statistk, menyebarkan
informasi kesehatan serta menyusun laporan.

Unusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kesejahteraan dan
latthan pegawsai ;

. Unae evangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan ;

| Urnisan Umum mempunyai tugas mengelola smtmenyumf perkngkapan >
pengandaan, pengadaan, kerumahtangagan dan tugas-tugas umum.

Baglan Keempat :
I Seksl Pelayanan Kesehatan,

Pasal 12

Seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah
akit, Puskesmas dan usaha kesehatan khusus, panbmmu.whapmglhmkmham
lertz peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan dasrah ini, seksi
d.uya*Keschm:mmplmymﬁmgm
? mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan

muty pelayanan rumah sakit serta mengenalisa laporan perkembangan dan
pelaksanaan pelayanan rumah sakit ,

mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan pmgemhangan dan mutu pelayanan

Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat - alat keschatan pada Puskesmas dan
_Puskesmas Pembantu ;

¢. * mengumpulkan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan
Rumah Sakat Jiwa ;
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;/mwusun rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan
" pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan puskesmas Pembantu.

Pasal 14
Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari |
a. Sub Seksi Rumah Sakt ; e iBlee
b. Sub Seksi Puskesmas ;
c. Sub 1 Kesehatan Khusus ,
d. 1 Kefarmasian. e g of 3 0
Pasal 15 )

(1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan pmy:!mgaraan
‘. pembinaan  perkembangan rumah sakit, mutu_pelayanan mmah ﬁht serta
peleksanaan pengawasan pelayanan rumah sakit. -
(2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggarzan

pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan pengelolaan obat -obatan

(3) Sub Seksi Kesehatan Khusus :J:l:r'q;unjrm: tugas mmgmnpulkm baban

penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah sakit Kusta dan

mengkoordinasikan laporannya.

(4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencena
kebutuhan obat-obatan , alat - alat kesehatan pachPmkmmsdaankemm
Pemabantu sutapmselalaan obat - obatan,

@

Baglan Kellma . 0
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan
rencana penyelenggraan kegumm pengumatan, pencegahan, pemberantassan  dan
pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.

r ek b s
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Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini , Seksi

Pencegahan dan Pemberantasan penyakit mempunyai fungsi :.

a. " merencanakan kegiatan, pemberantasan, peugawasan pcnyakxt menu!ar dan penelitian
kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;

b. evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pembcmntasan penyakli menular dan
1isasi ; 1

¢. menyebarluaskan informasi cara-cara pemberantasan sumber-ﬂnnber penyakit
menular. 2

Pasal 18

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dan :
| ]
a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ; i
b. Sub Seks1 Pencegzhan Penyakait | .
¢. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang ;
d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung. .

Pasal 19

(1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mmgﬁmpu]hn bahan remcans
‘endnnn , pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyalat.

’ (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mmgumpulkan bahan monitonng,
evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidentil pada Puskesmas, PosyanduUnit
Pelayanan Kesehatan lanmya serta mengnnahsa '\ml penelitian penyakt ;

13) Sub Seks Pembemnr.asan Pmbyaht Ymg Bersumber Binatang mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulang
i pmynhimﬂar&hn:mﬂmdemumhmMMthrakdanpanhermtuan

vektomya serta menyebarluaskan informasi ©gra Pﬂ“bmﬂm“ Fﬁ“l'fﬂ“t yang
- . ditularkan melalui vektor, N\
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l Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai H-}Eﬂs
mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemeberantasan penyakit menular langsung
dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya. Vg

Baglan Keenam ;
Seksl Penyehatan Lingkungan

Pasal 20
Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan beban

garaan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tmpat umum serta usaha
peningru(@n kebersihan dan kesehatan masyarakat. o

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah i, seks
Penyehatan Linglkungan mempunyai fungsi :

lwmmmmndmhmnhbuﬂ-m
tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan
masyarakat,

b pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan bahan pembinasn, pengawasan
knlinkﬁrdmhgh:rm'

¢ mmﬂmdtnpammmdmkcbmﬂtm lingkungen pemukuman sera

mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersthan lagiungsn
pemulamen ;

d ’mmh bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahasn makanan dan
Pasal 22

& Sub Seksi Penyehatan Tempat - tempat wmum ,

b. Sub Seksi Pengewasan kwalitas Air den Linghungan |

c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Panukiman
d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman
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i[ Pasal 23

1) Sub Seksi Penyehatan Tempat - tempat Umum rnﬂmpunys;i tugas mengumpulkan dan

. mensistemasikan bahan pezlaksanaan kegiatan serta pemngkatm kebersihan tempat -
tempat umum ;

(2> SubSeksi F;mgawasnn Kwalitas Air dan ngkungan mempunyai  tugas
mengumpulkan dan mensistemasikan  bahan pembinaan serta  petunjuk cara
pembuatan air mimum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat |

3) Seksi Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai

W mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kcgw:m peningkatan
kebersihan lingkungan pemukiman ,

(4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan

bahan pembinaan , pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan
dan restoran. Ay

Bagian Ketujuh
Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 24

Seksi Kesehatan Kelnarga mempunyai tigas melakukan . Kegiatan pemeriksaan,
pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit
Pelayanan Kesehatan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana.

P:sal 25

.‘ Untuk mdaksmkan tugas tm*.ehut pada Pasal 24 Peraturan Daersh i, Seks:
Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

«. pengolahan bahan penyelenggaraan usaha - usahapﬂnl:umankesehamn ibu, anak
dan pelayanan keluarga berencana.;

-b. pm,grmpuhn bahan, memonitor status ‘dan pengaturan gizi masyuahl ““’m‘h .
" ’ ‘F“.

c. pmga]:ahmb&lmn pembinaan Rumah sakit, Pmk?smm ‘dan Puskeﬁmas Fembanm

delam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan
. penyelenggaraan pelayan kesehatan penderita usia lanjut
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fﬁmgmnpuﬂmn bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil,
anak serta kesejahteraan ibu hamil dan keluarga berencana,

]

—— a— |
i

PUSAT JARINGI -

ropr FASRLIS, . () o rEe L0 Y
W *M T N
;thrﬂ.iﬂ'daﬁr,i‘zl'.i.: R J li:u.l':l SRl .-
. '.“,.'_.f !/I: "\_.:I - ;HJ ;
L Sub Sehll{esehatmIbudaanetuugﬂ"er_ e
3. Sub SeksiGia ;
3 SubSeksiKesehamnAmk; .
e i Kesehatan Usia Lanjut. '
Sg@feksi , O
Pasal 27

(1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Ke!unrga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga
berencana.

(2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mmgmnptﬂl-can bahan pembinaan pengaturan dan
monitoring gizi masyarakat.

(3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan
- -usaha pemerksaan dan pembinaan kesehatan annk melalui Rumah Sakit, Puskesmas
serta Puskesmas Pembantu. £

(4) Sﬁb Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan
pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan Keschatan Masyrakat

Pasal 28
Seksi Penyuluhan . Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas  melakukan

bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan, tehnis
penyuluhan kesehatan masyarakat.

-
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Pasal 29

. Untuk melaksanskan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, seksi
.Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui
| Mass Media ;
‘b. pmgurnpulan dan mengolah bahan kegiatan pelaksmaan bimbingan, penyuluhan

langsung serta pengawasan tehnis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
c. pengolahan bahan koordinasi usaha - usaha pengobatan kesehatan institusi ;
d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan
.esehatan masyarakat.

Pasal 30
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdin dari :

a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
b. Sub Seksi Peran serta masyarakat ;

¢. Sub Seksi Sarana dan Metode ;

d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

,Pasﬁl 31

(1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penylenggaraan upaya kesehatan Institusi pemantapan kerja sama lintas sekioral,
peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan ;

(2) Sub seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan
'ngunba.n,ga.ugan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan seria
peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan ;

(3) Sub Seksi Jarana dan Metoda mempunyai tugas mengumpulkan bahan
pengembangan materi pcnyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta
. ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfhatkan sarana dan metoda penyuluhan.

(4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi 'rnmpunyai tugas mengumpulkan bahan

penyusunan program dan penyelenggaraan penyebarluasan informasi kesehatan serta
pemanfaatan Sarana dan Metode penyuluhan Kesehatan .
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B_slginn Kesembilan
" Cabang Dinas.

Pasal 32

- Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian
atau seluruhnya tugas Dinas dan tugas pembantuan,

) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung
ja‘kepada Kepala Dinas.

}) Cabang Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menten U
Dalam Negen .

4) Cabang Dinas mempunyai wilayah kerja dalam | (satu) Wilayah kecamatan atau lebili

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

(1) Unit pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana Teknis Dinas yang mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakt
Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan FMMm.

(2) Unit Pelsksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

3) it Pelaksana teknis Dinas dapat dibentuk setelah memnuhi kntepa yang
kan Menteri Dalam Negeri.

Baglan Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Keschatan mempunyai tugas
melakukan kegiatan teknis kesehatan di bidang keahlian masing-masing.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin
oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua Kelompok, yang berda dibawah
dan bertanggung jawab' kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit pelaksana Teknis
Dinas yang bersangkutari.

Pasal 35

"(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub Kelompok sesuai
dengan kebutuhan dan masing - masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional
Senior.

tenaga dalam jabatan fungsional dilentukan berdasarkan sifat, jemnis dan
kenja.
(3) Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuz dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana tehnis Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Wilayah menerapkan ponsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antas
Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

(1 Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan vang ditetapkan
) oleh Bupati Kepala Daerah. ' .

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Propum Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah dan Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secam fungsional
*  dengan cara yang sebaik-bailknya. L1

(3) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mensawm i

pekerjaan unsur - unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan
’ Dinasnya.
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Pasal 38

Sub Bagian Ttat Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala, dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah.
il '

) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang kepala, dalam melaksanakan tugsas
berada dibadan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala, dalam melaksanakan tugas
b' dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi yang bersanghutan

' a
BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 39

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupafi Kepala Dasrah
atan usul kepala Dinas.
Pasal 40

]m;mmjabmdmkepmgkﬂm&eﬂamstkepegawm diatur sesua ketentuan
perundang-undangan yang betlaku. -

BAB VI ‘
KETENTUAN LAIN - LAIN

. Pasal 41
Dengan ditetapkan Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan daerah ini, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Dati 11 Magelang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Struktur
.Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dinyatakan tidak betlaku,
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BAB VII
. KETENTUAN PENUTUP

Fﬂ!ﬂl 41 o 3 ,J.m!

: - Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar supayz setap
arang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratiran Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuapten Daerah Tingkat [T Magelang .

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal
DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINCGKAT 1[I
KABUPATEN DATI I MAGELANG MAGELANG
KETUA
ITD rrh
SOEGIHARDIO KARDI
DISAHKAN

) . Dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
Nomor: 188.3/102/1997 tanggal 7 Mei 1997

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT1
JAWA TENGAH
. * Kepala Biro Hukum,
= o, . |
'mnmpo 'sUNhRm SH.

LY
- .,- ———

it NIP 500048825"
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o |
Dundangkan dalam Lembaran Daerah
. Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang

Nomor 9 Tahun 1997 Tanggal 15 Mei 1997
Seri D ; Nomor 9

S f

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.
.~ ' Drs. H. SOLECHAN AS, .

Pembina Tingkat I
NIP. 500 034 460.
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_ PENJELASAN
PERTURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
MAGELANG &

pPENJEIASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas “esehatan Kabupaten
Daerah Tingkat 1I Magelang. Sususnan Organisasi dan Tata K«rja Dinas Kesehatan
Kabupaten Magelang semula diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tin gkat IIMagelang yangmengacu pada Instruksi Menteri Dalam Neger
Nomor 2 Tahun 1980 “tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keschatan dan Instruksi Gubemur Kepala Dasrah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/11695 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksansan
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daersh Tingkat I
se Jawa Tengah. N
Untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan  penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sshubungan
dengan semakin berkembangnya funtutan masyarakat untuk memenuii kebutuhan

. kesehatan sebagai akibat dari peningkatan Kkesejahteraan  dan keberhasilan
Pembangunan , maka Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magslang
bagai instansi/unit kerja yang bertanggung jawabdalam keberhasilan membenkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu menmyau dan menata
kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Ksabupaten Deerali
Tingkat Il Magelang untuk,diganti dengan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ™
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang bam dengan berdasar kepada
Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan .

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehtan Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang yang baru adalah Organisasi Pola Miksimal , dengan demikian mengalami
beberapa perubahan sebagai berikut :
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;. Pada Sub Bagian Tata Usaha ( TU ), bertarobah 1 (satu) Urusen yang semula 3
(tiga) Um.san-'mmjadi 4 (empat) urusan yaitu urusan Rencana dan Informasi
Kesehaan setungga yang semula 3 (tiga) mmjﬂ 4 (empat) urusan.

2. Adanya kelompok jabatan fungsional, yang merupakan chin pokok Struktur yang

3.  Seksi Pemulihan Kesehatan menjadi Seksi Pelaksanaan Kesehatan, yang semnula
. 2 Sub Seksi men]aﬂxd Sub Selcsn, ada tambahan 2 Sub Seksi, masing-masing

adalah : | o

- Sub Seksi Kesehatan I{husm
- Sub Seksi Kefarmasian.

4. Seksi Pencegahan Penyakit menjadi Seksi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit, yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi4 Sub Seksi, ada tambahan |
Sub Seksi, yaitu :-Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Memular Langsung
(P2ML). )

s Seksi Peinbinaan Kesehatan Lingkungan menjadi Seksi Penyehatan Lingkungan ,
' yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi, ada tambahan I Sub Seksi
yaitu : Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

6. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Seksi Kesehatan Kelnarga,

yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi, ada tambahan 1 Sub Seksi .
yaitu : Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

: 7. Seksi Penyuluhan Kesehatan menjadi Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ,
‘\ yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi Sarana dan Metode.

Dengan-adanya perubahan-perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 7, n!:a
akan berakibat pula terhadap ‘perubahan/penyempumaan Organisasi dan Tatakerje, Dinas
Keshatan Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang yang lama untuk digant dengan |
Onganisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang yang
baru sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka-Organisesi _

dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang yang berdasar
kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 sudah tidak berlaku lagi.
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r ;1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 _ : Cukup Jelas.

Pasal 2 : = Dinas Kesehatan ada]ah Unsur Pelaksana Daerah Tingkat 11
dibidang kesehatan artinya yang bertanggung jawab dalam
tugas penyelenggaraan  unsur rumah fangga dibidang
kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

' Pemerintah atasan dibidang kesehatan.

. - Dinas Kﬁehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
didalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasionalnya
berada dibawah dan bettnnggung jawab kepada Bupati

Kepala Daerah.
Pasal 3 | : Cukup jelas. e
Pasal 4 - Untuk mmye]ﬁﬁggmakm tugas sebagian urusan rumah tange=

dalam bidang Kesehatan, meliputi pembinaan secarz umum
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubermur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan pernbinaan secara
tehnis yang ditetapkan oleh Menten Kesehatan

Pasal 5 : Orgmsam Dinas Kesehamn Kahupatm Daereh Tingkat [I
. Magelang termasuk  Pola ‘Maksimal, yang penetapannys
d berdasarkan kriteria yang d:tetapka.n oleh Menten Dalam
Negeri dan dapat dilaksanakan setelsh mendapat persetujuan
Menteri Dalam Negeri.

gﬂlﬁﬂ-ﬂ.ﬂ? . Cukup Jelas.

. - Dinas_ Kesehalan yang organisasinya menganut pola
maksimal, pada Sub Bagian Tata Usaha karena Volume
kegiatan dan beban kerjanya cukup padat maka dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 4 urusan.
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r. - Demikian juga untuk seksi - seksinya terdapat 5 Seksi, dan
seksi Kesehatan Keluarga dan PKM dipecah menjadi 2,
menjadi Seksi Kesehatan Keluarga dan Seksi Penyuluhan
Kesehatan Msyarakat Seksi P2 dan PL dipecah menjadi !
Scksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Seksi H

Penyehatan Lingkungan. “
Pasal 9s/d 14 : Cukup jelas.
Pa.‘j . - Sub Sr.lqi_ l{euehntan khusus pada Seksi Pelayanan o
Kesehatdn , seperti Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta

dmgebagamya dengan ditangani oleh Sub Seksi tersendin
akan mendapat perhatian dan pembinaan yang lebih baik.

~ - Dengan adanya Sub Seksi Kefarmasian akan lebia
mmmgkatkm kemampuan pelayanan kebutuban obat-
obatan, alat-alat kesehatn pada Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu
Pasal 16/d 22 . Cukup jelas.
Pesal 23 - Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman pada Seks

Penyehatan  lingkungan melakukan pemhmmdm
pengawasan tethadap perusahaan makanan dan mnuman
serta rumah makan / restoran untuk menjaga  Kwalitas
kesehatan makanan dan minuman yang dkonsumsi

masyarakat.
|00 - Cukup Jelas. g !
Passl 32 . Untuk membentuk Cabang Dinas Kesehatan Tingkat 1l .

berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteni Dalam Negen

dan setelah mendapat persetujuan dari Menten Dalam Negen
Pasel 33 . Untuk membentuk Unit Pelaksana Tekmis Dinas Keschatan

Daerah Tingkat ]I berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh.

Menteri Dalam Negen dan didalam pehhi_nmunyn setelah
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negen.
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Pasal 34 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah merupakan ciri khusus
dalam struktur Organisasi dan Tatakerja yang baru yang
melakukan kegiatan teknis kesehatan yang dengan bidang
keahliannya masing-masing , sedang jumlah nya tergantung
dai sifat, jenis dan Klasifikasi dan beban kerja UPTD.

Pasal 35 s/d 43 © Cukup jelas.

@

r "PUSAT JARINGAN
AYIIENTE 8 R IEABAIA rumug
UI” Nld F'f'l‘ Onj:lﬁ‘:ﬁ tin W ‘

!-:AFR:,!#'-A,H b ‘JJ’AGEL{ 3
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